I WAWANCARA

Dr (HC) Dra Hj R Oyamah Soedarna TM , Ketua Umum BK3S Jabar

DanaKesos  di APBN dan APBD Bukan Hibah

UU No 11 Tahun 2009 ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari UU No 6 Tahun 1974.
UU No 6/1974 ini memang ada baiknya, tetapi juga ada kelemahannya. sWaktu itu sistem yang
berlaku dan berjalan itu sistem dekonsentrasi atau adanya di pemerintah pusat saja. Maka dengan
adanya UU No 11/2009 ini diharapkan bisa memberi keleluasaan kepada daerah, termasuk
lembaga-lembaga non pemerintah pemilik kegiatan kesejahteraan sosial,Z kata Ketua Umum
BK3S (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) Provinsi Jawa Barat (Prov Jabar) Dr (HC)
Dra Hj R Oyamah Soedarna TM.

ENURUT wanita super aktif kela-

hiran Bandung, 2 Maret 1944 pemilik

banyak kegiatan, seperti, Dharma

Wanita, TP PKK, Bakornas Jabar,
Yayasan Dharma Bhakti Asih, Forum Komunikasi
Putra/Putri Purnawirawan TNI Polri (FKPPI)
Jabar, dan lainnya ini, tidak bisa pembangunan
dan penanganan masalah kesos ini semua dila-
kukan pemerintah sendirian, meskipun peme-
rintah memiliki kewajiban untuk itu.

Terkait UU No 11/2009 ini, memang istri man-
tan Wakil Gubernur Bidang Ekonomi dan Pemba-
ngunan Provinsi Jabar Soedarna, yang juga peme-
gang ijasah S1 IKIP (sekarang UPI) Bandung
dan aneka pendidikan non formal yang
pernah diikuti, seperti P4 tingkat Nasional,

pendidikan bela negara, KB (keluarga
berencana) dan banyak lainnya, punyak
keyakinan dan pendapat yang tegas.

Untuk mengetahui visi dan misinya
dalam membingkai pengabdiannya
sebagai mahluk sosial, wartawan
Majalah GematriHari Setiyowanto
berkesempatan mewawancarai
Ketua Umum ke VI BK3S Jabar
sedangkan yang pertama adalah
Ibu Hj Solichin GP - yang juga Ke-
tua Panitia Penyelenggara KNKS
Kelima dan Munas DNIKS 2009,
di ruang rapat lantai 2 kantor
BK3S Jabar, di bilangan Jl
Martanegara Bandung, Jabar, belum
lama ini.

Berikut petikannya.

yamah Soedarna TM

[FOTO: HARI]

Seperti apa program BK3S Pro-

vinsi Jabar itu?

Kita selalu membagi dua program di
BK3S Jabar ini. Pertama, program baku
yang selama ini sudah berjalan. Yaitu pro-
gram dalam rangka penanganan masalah
PMKS. Dari 27 sekarang menjadi 22. Jadi
memang harus berkurang. Kemudian ada
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program BK3S Jabar itu yang selalu me-
nyelaraskan dengan program Pemda Prov
Jabar. Program Pemda Jabar ini ada yang
pengentasan kemiskinan dari mulai daya
beli masyarakat yang kurang sampai kepa-
da masalah pendidikan dan juga kesehatan
untuk meningkatkan usia harapan hidup,
angka kesakitan, angka kematian bayi dan
ibu melahirkan, dan lainnya.

Program yang baku antara lain untuk |
penyandang cacat, dan lainnya. Kami se-
lalu memberikan bantuan maupun do-
rongan berupa kegiatan pemberdayaan
kepada mereka yang PMKS. Upaya ban-
tuan ini dilakukan baik melalui kelompok
usaha bersama (KUBE). Baik KUBE
penyandang cacat, lansia, dan yang lain-
nya. Kemudian ada juga yang dilakukan
dalam rangka penguatan organisasi sosial (Orsos),
yaitu K3S (Koordinator Kegiatan Kesejahteraan
Sosial) yang berada di setiap kabupaten/kota
untuk menyampaikan bantuan. Bantuan itu
dalam rangka upaya kegiatan pemberdayaan
KUBE penyandang cacat, lansia, dan sebagainya
sesuai dengan pilihan oleh K3S masing-masing.

Apakah semua program tersebut berjalan
dengan baik?

Selama ini semua program kegiatan tersebut
sudah berjalan dengan baik. Karena secara rutin
kami mendapat laporan dari masing-masing K3S
dari kabupaten/kota. Laporan itu ada yang dibe-
rikan secara langsung bahwa program-program
yang sudah dijalankannya telah berjalan secara
baik dan melibatkan partisipasi masyarakat da-
lam setiap kegiatannya. Meskipun demikian ada
juga yang masih berjalan biasa-biasa saja. Semua
tergantung pada kinerja yang dijalankan masing-
masing pengurus K3S tersebut. Tapi pada umum-
nya program-program itu berjalan baik. Yang
perlu diingat barangkali setiap penanganan pro-
gram-program sosial itu sangat terkait dengan
kondisi permasalahan kesejahteraan social di
masing-maing daerah.

Seperti apa kondisi persoalan kesos di Jabar?

Saat ini dari jumlah penduduk Jabar yang se-
kitar 42 juta jiwa, 11 juta di antaranya dalam
kategori miskin termasuk di dalamnya berka-
tegori miskin absolut, miskin relatif karena kor-
ban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Kami
selalu masuk kepada kegiatan-kegiatan sosial
yang demikian itu, di mana dalam setiap akan
menjalankan kegiatannya selalu meminta data
program-program apa saja yang perlu dilakukan
dari RT (Rukun Tetangga) masing-masing wila-
yah. Kami juga ada program-program yang dise-
rahkan pada daerah. Seperti waktu lalu ada pro-
gram Paledang. Di mana dasar programnya dari

JPS (Jaring Pengaman Sosial), termasuk sampai
dibayarkan SPP untuk anak sekolah dari keluarga
yang tidak mampu. Sedangkan program itu se-
karang dilakukan setiap peringatan Hari Anak
Nasional (HAN). Kami berikan bantuan pendi-
dikan untuk 100 anak, masing-masing anak Rp
100.000,-. Untuk tahun 2008 lalu, selain uang juga
diberikan buku. Bantuan tersebut biasanya kita
berikan melalui yayasan yang sudah kita arahkan.

Dasar batuan itu atas dasar laporan data dari
RT dan sekolah-sekolah, seperti yang dikelola
untuk penyandang cacat dan anak berkebutuhan
khusus. Bantuan tersebut tetap kita berikan
meskipun sekarang sudah ada bantuan operasio-
nal sekolah (BOS) dari pemerintah pusat maupun
program Bagus (Bantuan Gubernur untuk
Sekolah). Selain itu juga ada program bantuan
untuk lansia. Seperti yang rutin kita berikan di
Hari Lanjut Usia Nasinal. Bantun tersebut dikhu-
suskan bagi lansia yang terlantar. Ini juga dibe-
rikan kepada para lansia terlantar di daerah
berdasarkan laporan dari daerah tersebut.

Kami juga ada program untuk penanganan
korban narkotika. Bantuan yang diberikan baru
untuk 100 orang. Kami pun memberi perhatian
kepada anak-anak balita yang terlantar,
utamanya meraka yang mengalami kurang gizi
atau gizi buruk. Selain kepada anak terlantar,
kami memberikan bantuan operasi kepada para
orang tua yang tidak mampu yang akan
melakukan operasi.

Terkait bencana gempa bumi yang belum
lama ini di Jabar, langkah-langkah apa yang
dilakukan BK3S Jabar?

Begitu gempa terjadi kami segera melakukan
rapat koordinasi untuk melakukan langkah-
langkah strategis sesuai kebutuhan yang
diperlukan masyarakat yang tertimpa gempa
atau para korban itu. Kami juga berkoordinasi
dengan pemerintah-pemerintah daerah,

Dr (HC) Dra Hj R
Oyamah Soedarna TM
bersama Ketua

Umum DNIKS

Prof Dr Haryono Suyono
saat di ruang tunggu
Rumah Dinas Gubernur
Jabar Ahmad Heryawan.

[FOTO: MULYONO]
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utamanya para asisten pemdanya. Kemudian

Berdiskusi bersama setelah mendapat masukan agar tidak mengirim
Ketua K3S Kota beras atau bantuan makanan lainnya maupun

Bandung Hj Nani Dada Selimut karena sudah sangat banyak, tetapi ada
Rosada dan Ketua K3s Y29 juga penting dibutuhkan seperti makanan

Kota Bekasi Hj Najiri.

[FOTO: HARI]

bayi, susu untuk bayi, dan kebutuhan untuk bayi
lainnya. Kami pun terjun langsung ke beberapa
daerah bencana untuk memberikan bantuan dan
sekaligus melihat langsung kondisi korban ben-
cana di lapangan. Kondisinya rata-rata sungguh
memprihatinkan apalagi terjadi disaat umat Is-
lam tengah menjalankan ibadah puasa Rama-
dhan 1430 Hijriah.

Selain meninjau dan memberikan bakti sosial
berupa bantuan ke lokasi bencana, kita juga men-
dirikan Posko (pos koordinasi operasional) bersa-
ma sebuah rumah sakit. Kita juga mendapat data
langsung dari lapangan yang selanjutnya kami
serahkan juga kepada Kepala Dinas Sosial. Kita
(BK3S) Jabar menjadi yang pertama memberikan
bantuan ketika terjadi gempa di Bantul Yogyakarta
beberapa waktu lalu. Dan juga di daerah lainnya.

Selaku Ketua Panitia Penyelenggara KNKS
Kelima dan Munas DNIKS 2009, apa yang Anda
dilakukan?

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih
atas kepecayaan yang diberikan untuk menjadi
tuan rumah penyelenggaraan kegiaran KNKS
Kelima dan Munas DNIKS 2009 di Bandung ini.
Ini merupakan kehormatan buat kami juga selu-
ruh K3S kabupaten/kota se Jabar. Sebagai sebuah
kehormatan dan kepercayaan yang diberikan
kepada kami, maka kami jawab dengan kekom-
pakan kesiapan-kesiapan dalam satu kebersa-
maan semua unsur, sehingga maksud dan tujuan
dari penyelenggaraan kegiatan ini dapat tercapai
sesuai harapan. Kami bersama seluruh panitia
yang melibatkan juga pengurus K3S se Jabar ber-
usaha memberikan yang terbaik dan seoptimal
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munkin. Dan semua itu juga atas
dukungan yang cukup besar dari

pemda, baik Pemda Provinsi Jabar
maupun Pemkot Bandung. Kami

harus menjadi tuan rumah yang baik

atas saudara-saudara kami yang
datang dari berbagai unsur, baik dari

pusat maupun daerah yang berkum-

pul untuk bekerja, berdiskusi dan

saling mencerahkan demi untuk
menjalankan tugas kemanusiaan
melalui pembangunan kesejahteraan
sosial sebagai wujud pengabdian
kepada masyarakat luas.

Lalu apa tanggapan Anda terkait
UU No 11 tentang Kesos Tahun
2009?

UU No 11 Tahun 2009 ini sebe-
narnya merupakan penyempurnaan dari UU No
6 Tahun 1974. UU No 6/1974 ini memang ada
baiknya, tetapi juga ada kelemahannya. Waktu
itu sistem yang berlaku dan berjalan itu sistem
dekonsentrasi atau adanya di pemerintah pusat
saja. Maka dengan adanya UU No 11/2009 ini
diharapkan bisa memberi keleluasaan kepada
daerah, termasuk lembaga-lembaga non peme-
rintah pemilik kegiatan kesejahteraan sosial.
Karena kita tahu tidak bisa pembangunan dan
penanganan masalah kesos ini semua dilakukan
pemerintah sendirian, meskipun pemerintah
memiliki kewajiban untuk itu.

Namun kalau mencermati UUD 1945 Pasal 34
masalah sosial itu ditangani oleh negara. Nah, oleh
negara itu berarti termasuk kita, dan bukan hanya
pemerintah. ltu pengertiannya. Karena di dalam
negara itu ada unsur-unsurnya. Itulah barangkali
peranan masyarakat ke depan lebih besar.

Terkait UU ini kami, baik BK3S maupun K3S
telah mempersiapkan diri untuk menyongsong
tugas-tugas yang lebih berat. Jika sebelumnya
hanya menangani masalah terkait PMKS, tetapi
ke depan seperti diamanatkan UU No 11/2009
itu menjadi lebih banyak lagi. Jika dulu tidak ada
advokasi, maka ke depan ada anggaran advokasi.
Demikian juga bila selama ini hanya tugas
koordinasi, maka ke depan ada tugas pembinaan.

Maka sangat tepat jika mau esaklekeintuk pena-
nganan kesos itu serahkanlah kepada BK3S dan
K3S. jadi, dana-dana untuk kesos yang dialokasi-
kan di APBN dan APBD-APBD itu serahkan ke
BK3S dan K3S. Nanti kita punya kekuatan bahwa
kita betul-betul mandiri. Dan memang menurut
pendapat saya bahwa dana untuk kesos ada da-
lam APBN dan APBD. Dana untuk kegiatan kesos
itu bukan hibah, tetapi dianggarkan oleh peme-
rintah pusat APBN dan APBD oleh pemda. Sekali
lagi saya tegaskan bahwa dana untuk kesos itu ha-
rus ada dalam anggaran, dan bukan hibah.



